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ABSTRAK 

Setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati dan 
ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan 
dan kecerdasan serta keadilan. Untuk dapat melindungi hak tersebut maka 
dibutuhkan perlindungan hukum. Salah satu macam perlindungan hukum adalah 
perlindungan konsumen, yakni untuk menjamin adanya kepastian hukum serta 
memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen seringkali dirugikan 
dalam hal pangan, contohnya maraknya pelaku usaha yang mengedarkan daging 
sapi yang tidak layak konsumsi di pasar.  Seperti yang terjadi di Kabupaten 
Banjarnegara oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana 
pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha serta  upaya Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan perlindungan hak konsumen terhadap 
peredaran daging sapi tidak layak konsumsi tahun 2016 di Kabupaten 
Banjarnegara sebagaimana diamanatkan dalam UUPK  
 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan 
mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penyusun kemudian melakukan 
analisis terhadap temuan tersebut melalui teknik perolehan data wawancara 
dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten 
Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas 
Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (DISPERINDAGKOP) 
Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah 
Kabupaten Banjarnegara.  

 

Terdapat dua kubu yang berpendapat mengenai ada dan tidak ada daging sapi 
yang tidak layak dikonsumsi tahun 2016 di pasar-pasar tradisional Kabupaten 
Banjarnegara. Kepala DINTANKAN mengatakan tahun 2016 tidak pernah di 
temukan daging yang tidak layak konsumsi. Di sisilain PPNS Bidang 
Perdagangan DISPERINDAGKOP dan Staf Fungsional Lapangan DINKES 
mengatakan bahwa setiap kali sidak hampir di semua pasar-pasar tradisional 
Kabupaten Banjarnegara ditemukan daging sapi yang tidak layak konsumsi. 
Dengan demikian menunjukkan bahwa prospek implementasi perlindungan hak 
konsumen dalam UUPK terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi 
belum dapat direalisasikan secara menyeluruh dan penuh karena masih terdapat 
pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 7 UUPK, meskipun sampai saat ini belum ada 
konsumen yang meminta tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 19 ayat (1). Selain itu masih ada beberapa upaya yang belum 
dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen 
sebagaimana diamanatkan dalam UUPK. 
  



iii 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : Lailatus Sofa Nihaayah 

 NIM  : 13340125 

 Program Studi : Ilmu Hukum 

 Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul 

“Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging 

Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2016)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun 

tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian 

tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak 

benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

   Yogyakarta,21 Februari 2017    

    Yang menyatakan, 

 

 

            Lailatus Sofa Nihaayah 
  NIM. 13340127 

 

 

 

LENOVO
Placed Image



iv 
 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

Hal: Skripsi Saudari Lailatus Sofa Nihaayah 

Kepada: 

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga 

di Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, 

maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari: 

Nama  : Lailatus Sofa Nihaayah 

NIM   : 13340125 

Judul  : “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap 
Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016)” 

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Yogyakarta, 21 Februari 2017 

  Pembimbing I 

  

     Iswantoro, S.H., M. H. 

     NIP. 19661010 199202 1 001 

  

LENOVO
Placed Image



v 
 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

Hal: Skripsi Saudari Lailatus Sofa Nihaayah 

Kepada: 

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga 

di Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, 

maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari: 

Nama  : Lailatus Sofa Nihaayah 

NIM   : 13340125 

Judul  : “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap 
Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016)” 

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Yogyakarta, 21 Februari 2017 

  Pembimbing II 

  

     Udiyo Basuki S.H., M. Hum 

     NIP. 1973082 199903 1 004 

  

LENOVO
Placed Image



vi 
 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir: 

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: “Implementasi Perlindungan Hak 
Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi 
Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)” 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh, 
Nama    : Lailatus Sofa Nihaayah 

NIM    : 13340125 

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Februari 2017 

Nilai munaqasyah  : A 

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Tim Munaqasyah 

Ketua, 

 

     Iswantoro, S.H., M. H. 
     NIP. 19661010 199202 1 001 
 

Penguji I     Penguji II 

 

Budi Ruhiatudi, SH., M.Hum.   Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. 
NIP. 19730924 200003 1 001   NIP. 19790105 200501 2 003 

Yogyakarta, 28 Februari 2017 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Dekan, 

 

 

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. 
NIP. 19710430 199503 1 001 

LENOVO
Placed Image



vii 
 

MOTTO 

 

 
If you want to change the world fisrt you have change yourself 

and don’t give up before you trying it. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum 

termasuk hak atas penghidupan yang layak, hal tersebut secara jelas tertuang 

dalam  Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa 

“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Oleh karena itu demi menjamin adanya perlindungan terhadap hak tersebut maka 

terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar 

bagi perlindungan jaminan hak asasi manusia di Indonesia sebab Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999  memberi pegaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia 

yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia, undang-undang ini memberi jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak 

asasi manusia bagi setiap warga negara.  

Asas-asas tersebut di antaranya, menegaskan komitmen Bangsa Indonesia 

untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak 

kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus 

dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara 
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disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam praktik penyelenggaran negara.1 

Dalam praktik penyelenggaraan negara di dunia pada umumnya digunakan 

konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana negara dituntut untuk 

memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang 

dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara 

intervensionalis”. Negara perlu bahkan harus melakukan intervensi dalam 

berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan 

bersama dalam masyarakat.2 Pentingnya intervensi negara didasarkan pada 

derasnya arus perkembangan hukum akibat perkembangan teknologi yang mana 

perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK), 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.3  

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha. Dalam 

perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha memiliki andil besar untuk 

melakuakan kewajiban serta tanggung jabwabnya sebagai penjual barang dan/atau 

jasa. Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya, bewaral dari itikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha akan 

melakukan kewajiban-kewajiban lainya sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK. 

                                                             
1Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 

2008), hlm. 244.  

2Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di 

Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995), hlm. 223. 

3Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Selain kewajiban pelaku usaha juga memiiki tanggung jawab yang mana telah 

diatur sebagaimana mestinya dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa 

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 

jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”. 

Berdasarkan hal tersebut hak-hak konsumen telah dilindungi dengan adanya 

upaya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam 

undang-undang.4 Tanggung jawab yang di bebankan kepada pelaku usaha 

meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.5 Konsumen seringkali 

dirugikan dalam hal pangan, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar manusia 

yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. 

Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda oleh karena itu konsumsi pangan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu sebab konsumsi 

pangan sangat berkaitan erat dengan kesehatan karena konsumsi pangan yang 

keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (malnutrisi), baik gizi kurang 

(defisiesi), maupun gizi lebih (over nutrition).6  

Daging merupakan salah satu protein hewani yang baik untuk pemenuhan 

kebutuhan pangan karena memiliki nilai gizi tinggi. Kesadaran masyarakat 

Indonesia terhadap pentingnya protein hewani  seperti daging sapi semakin 

meningkat, sehingga kebutuhan daging sapi nasional akan semakin bertambah. 

                                                             
4Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 242. 

5Ibid., hlm. 127. 

6Sagung Seto, Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan, (Bogor: Institute 

Pertanian Bogor, 2001), hlm. 21.  
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Jumlah daging sapi yang harus tersedia ditentukan oleh kebutuhan konsumsi 

daging sapi secara nasional, disisi lain kebutuhan konsumsi daging sapi 

ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi daging sapi per kapita.  

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) berdasarkan hasil 

proyeksi besarnya permintaan daging sapi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,40 

kg/kapita/tahun.7 Tingginya permintaan daging sapi yang berakibat harga jualpun 

tinggi sehingga menciptakan ruang bagi penjual untuk memperoleh keuntungan 

besar. Demi mendapatkan untung yang besar tak jarang terdapat beberapa penjual 

yang berbuat curang, salah satunya dengan menjual daging sapi tidak layak 

konsumsi.  

Daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, 

sehat, utuh dan halal (ASUH). Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada 

termasuk daging sapi tidak lantas menjamin daging sapi yang beredar di 

masyarakat aman, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus 

peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti yang terjadi di pasar 

tradisional Banjarnegara. Petugas Dinas Kesehatan dan Peternakan Banjarnegara, 

Jawa Tengah pada Jumat 3 Juli 2015 menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke 

Pasar Tradisional Kabupaten Banjarnegara. Salah satu sasaran sidak 

adalah daging sapi, petugas menemukan daging yang sudah tidak segar sehingga 

tidak layak untuk konsumsi. Daging tersebut dicampur antara daging segar dan 

daging busuk, daging juga disimpan dalam suhu +18 ℃	(derajat celius) yang 

                                                             
7Retno Suryani, Outlook Komoditas Perrtanian Sub-Sektor Peternakan Daging Sapi, 

(Jakarta:  Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Njenderal Kementerian Pertanian, 

2015), hlm. 14. 
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mana hal ini menyalahi aturan sebab ketentuan penyimpanan daging antara -10 ℃ 

hingga -20 ℃ (derajat celius).8  

Perlindungan terhadap hak konsumen bukan semata-mata menjadi tugas dari 

pemerintah pusat. Fungsi intervensi dalam rangka menciptakan konsep negara 

kesejahteraan (welfare state) tidak akan mungkin terealisasi tanpa turut campur 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku komponen pemerintahan yang 

paling dekat dengan masyarakat harus tetap bersinergi dengan pemerintah pusat 

untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Hak konsumen 

sebagaimana diamanatkan oleh pembentuk undang-undang melalaui Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya akan menjadi 

norma yang mati manakala terjadi pembiaran dalam implementasinya oleh satuan 

pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

merupakan komponen pemerintahan tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

maka juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak konsumen melalui 

implementasi norma perlindungan hak konsumen sesuai dengan UUPK. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah mengenai “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran 

Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2016)”. 

 

 
                                                             

8Sidak Pasar Tradisional Kabupaten Banjarnegara, http://tv.liputan6.com/read/2265599/ 

jelang-lebaran-ditemukan-daging-tak-layak-konsumsi, akses 11 November 2016.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menarik 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah peredaran daging sapi di Kabupaten Banjarnegara telah  berjalan 

sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan konsumen? 

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melindungi 

hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen?  
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C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah peredaran daging sapi di Kabupaten 

Banjarnegara telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1)  

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara untuk melindungi hak konsumen terhadap peredaran 

daging sapi tidak layak konsumsi sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari 

dua aspek, yakni: 

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada 

umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum 

berkaitan tentang hukum perlindungan konsumen.  

b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah 

khususnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna dapat 

mengimplementasikan perlindungan hak konsumen secara lebih baik 

lagi serta untuk meningkatkan kesadaran  masyakarakat agar bisa 

menjadi konsumen yang cerdas yang paham akan barang atau jasa 

yang mereka dapatkan.  
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D. Telaah Pustaka 

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai implementasi 

perlindungan hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi 

ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni 

sebagai berikut: 

Karya pertama yang disusun oleh R. Sanjaya Perdhana Putra, Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan 

Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai 

Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen”. Penelitian tersebut membahas mengenai 

bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang pangan yang mengatur 

daging sehubungan dengan maraknya peredaran daging gelonggongan yang 

dinilai merugikan hak-hak konsumen serta bagaimana peraturan perundang-

undangan mengatur tentang kewenangan instansi pemerintah berkaitan dengan 

pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menjual daging gelonggongan 

dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini yang membedakan 

antara karya tulis tersebut dengan karya tulis ini adalah terletak pada dasar hukum 

yang digunakan pada penelitian R. Sanjaya Perdhana Putra lebih menitik beratkan 

peraturan perundang-undangan di bidang pangan sedangkan dalam penelitian ini 

penulis menitik beratkan pada UUPK. 9 

                                                             
9R. Sanjaya Perdhana Putra, “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-undangan di 

Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen” 

skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015. 
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Karya kedua yakni karya Irham Ilaiyah, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak 

Informasi Halal Daging Sapi dan Ayam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus di 

Pasar Tradisional Jati Mlati Sleman Yogyakarta)”. Dalam karya tulis tersebut 

Irham Ilaiyah merumuskan bagaimana perlindungan hukum konsumen muslim 

terhadap hak informasi halal daging sapi dan ayam yang dijual di pasar 

tradisional. Sedangkan dalam karya tulis yang akan dibahas penulis secara jelas 

merumuskan bagaimana implementasi perlindungan hak konsumen serta 

bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan untuk melindungi 

hak konsumen terhadap peredaran sapi tidak layak konsumsi di Kabupaten 

Banjarnegara. 10 

Karya tulis selanjutnya adalah karya Satriana, Fakultas Hukum  Universitas 

Hasanuddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas 

Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”. karya tersebut mengkaji 

bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam 

di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta 

bagaimana upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) 

Kota Parepare dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging 

ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Terdapat perbedaan besar yang 

menjadi tolak ukur objek bahan perlindungan konsumen. Dalam karya Satriana 

mengkaji preventif yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, 

                                                             
10Irham Ilaiyah, “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal 

Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Jati Mlati Sleman 

Yogyakarta)”, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. 
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Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare dalam melindungi masyarakat 

(konsumen). Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada daging 

sapi bukan daging ayam serta bagaimana upaya prefentif, represif maupun upaya 

lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 

2016. 11 

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa 

telah banyak literatur yang membahas mengenai perlindungan konsumen namun 

secara keseluruhan terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara karya 

tulis ini dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya, hal tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa karya ini relevan untuk diteliti. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merupakan landasan atau pijakan guna melangkah ke 

pembahasan selanjutnya juga sebagai pisau analisis yang digunakan dalam sebuah 

karya tulis untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab persoalan tersebut, 

oleh karena itu penyusun menggunakan beberapa teori, antara lain : 

1. Hak 

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai 

kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Secara definitif “hak” merupakan 

unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi 

                                                             
11Satriana, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging 

Ayam di Pasar Tradisional”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. 
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kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam 

menjaga harkat dan martabatnya.12  

Hak konsumen secara universal tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan 

kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan yang kuat ketika hak-hak 

konsumen dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pada tahun 1962, Presiden 

Amerika J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat 

mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, Hak-hak tersebut adalah the right to 

safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard. Hak-hak 

tersebut disampaikan dalam pidatonya di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 

1962. Pidato Presiden J.F Kennedy menjadi inspirasi bagi perserikatan bangsa-

Bangsa (PBB), sehingga pada tahun 1984, PBB mengeluarkan resulusi No. 

39/248 mengenai the guidelines for consumer protection bagian II (general 

principles). Secara umum hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang 

menjadi prinsip dasar, yaitu: 13 

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;  

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan  

3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

                                                             
12Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 

(Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 199. 

13Ahmadi Miru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,” 

Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140. 
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Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-

undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, 

karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga 

dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara 

kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 

sembilan belas.14 Dalam UUPK terdapat 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan;  

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan;  

5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara 

patut;  

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

                                                             
14Jimly Asshiddiqie, “Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan 

Realitas Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya (Jakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm. 1-2. Konsep Negara Kesejahteraan ini dinamakan oleh 

Muhammad Hatta sebagai konsep Negara “pengurus”. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan 

Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hlm. 298. 
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8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

Hak-hak dalam UUPK di atas merupakan penjabaran dari Pasal-pasal yang 

bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia.15 Berbicara mengenai hak konsumen maka secara 

langsung menyinggung pula terkait kewajiban pelaku usaha. Adapun kewajiban 

pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah: 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahaya 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai konsidi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif  

4) Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  

diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  

                                                             
15Lihat Ketentuan konsiderans “Mengingat” dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821. 
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dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan 

6) Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian atas  

kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  

dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan 

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantianapabila barang 

dan/atau jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.   

Bila  diperhatikan  dengan  seksama,  tampak  bahwa  hak  dan  kewajiban  

pelaku  usaha  bertimbal  balik  dengan  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Ini  

berarti  hak  bagi konsumen  adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  

pelaku  usaha.  Demikian  pula  dengan  kewajiban  konsumen  merupakan  hak  

yang  akan  diterima  pelaku  usaha.16 

2. Perlindungan Hukum 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.17 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

                                                             
16M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Jurnal, Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.   

17Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.  
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kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.18 Perlindungan hukum 

merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:19 

a. Perlindungan Hukum Prefentif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran 

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu 

kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif.  

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  

 

3. Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPK, Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

                                                             
18Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. 

19Ibid, hlm. 20.  
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perlindungan kepada konsumen. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan 

kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum 

yang menjadi hak konsumen.20 Pelindungan hukum bagi konsumen adalah 

dengan melindungi hak-hak konsumen.21 Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan 

bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha 

bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:22 

a. Prinsip manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segaala 

upaya dalam perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Prinsip keadilan, dimaksudkan agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperleh haknya dan melaksanakan kewajibanya 

secara adil.  

c. Prinsip keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. 

d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada 

                                                             
20Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 

2004), hlm. 112. 

21Ahmadi Miru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsimen di Indonesia,” 

Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140. 

22Penjeslasan Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang digunakan . 

e. Prinsip kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen mentaati  hukum dan memperoleh keadilan dalam 

pennyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara 

alam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu ”muthodos” yang berarti ”cara atau 

jalan”. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 

mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami 

obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan 

pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 

”research” yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang 

dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta 

sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan 

atau menjawab problemnya.23  

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan 

tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.24 Agar 

mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam 

                                                             
23Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta 

2004), hlm. 1. 

24Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.  
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penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait 

seperti yang disebutkan di bawah ini: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.25 Penelitian ini 

menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara 

variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana 

variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain.26 Dalam 

menggunakan jenis penelitian  studi lapangan (field research) dengan 

pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara. 

2. Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis. 

Menurut Nawawi dan Martini mendefinisikan pendekatan deskriptif yaitu dengan 

melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebegaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya 

pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.27 Selain 

itu menurut Winarno yang dimaksud dengan deskriptif- analitis adalah suatu 

penelitian yang tertuju pada penalaran masalah yang ada pada masa sekarang, 

                                                             
25M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 

26Ibid., hlm. 23. 

27Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada 

Univercity Press, 2001),hlm. 73. 
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dengan kata lain mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penulis 

kemudian melakukan analisis terhadap temuan tersebut.28 

3. Data dan Bahan 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa 

data primer dan data sekunder. Sumber data Primer adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.29 

Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi dokumentasi serta hasil 

wawancara yang didapatkan dari penelitian lapangan diantaranya, wawancara 

dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten 

Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (DISPERINDAGKOP) 

Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan 

itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti 

keasliannya.30 Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder dari 

                                                             
28Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, 

(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006), hlm. 103. 

29Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12. 

30Winarno Surakhman, Pengantar Ilmiyah Dasar Tehnik, (Bandung : Tarsito. 1998), hlm. 

63.   
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penelitian ini diperoleh dari undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah, disertasi 

maupun sumber data pendukung lainya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian skripsi berjudul “Implementasi Perlindungan Hak 

Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus 

di Kabupaten Banjarnegara)” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan 

tersusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua, berisikan teori perlindungan hukum terhadap kondumen, hak-hak 

konsumen, tanggung jawab pelaku usaha sebagimana yang diatur dalam UUPK, 

serta menguraikan lebih dalam lagi mengenai daging sapi yang layak dan tidak 

layak konsumsi.  

Bab ketiga, berisi uraian profil lokasi penelitian, data yang diperoleh baik 

berupa  dokumentasi- dokumentasi maupun hasil wawancara yang didapatkan dari 

penelitian lapangan diantaranya, wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan 

Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) 

Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM 
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(DISPERINDAGKOP) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian 

Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

Bab keempat, berisi analisis data mengenai bagaimana peredaran daging sapi 

tidak layak konsumsi telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 Aayat (1) UUPK, 

serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

dalam upaya untuk melindungi hak konsumen.  

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan daftar 

tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tentang implementasi perlindungan hak konsumen dalam 

UUPK terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi di Kabupaten 

Banjarnegara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan tanggung jawab 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK belum dapat dilaksanakan secara 

menyeluruh oleh pelaku usaha yang menjual daging sapi di Kabupaten 

Banjarnegara, karena pada tahun 2016 karena terbukti setiap kali 

pengawasan langsung di lapangan hampir disemua pasar-pasar tradisional 

Kabupaten Banjarnegara ditemukan daging sapi yang tidak layak 

konsumsi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih ada pelaku usaha yang 

belum melaksanakan kewajibanya dengan sebagaimana mestinya, yakni 

tidak beritikad baik dengan menjual daging sapi tidak layak konsumsi, 

pelaku usaha tersebut tidak memberikan  informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi daging sapi yang sebenarnya sudah tidak layak 

konsumsi lagi dengan demikian pelaku usaha melayani konsumen secara 

tidak benar dan tidak jujur serta diskriminatif. Sebagaimana diamanatkan 

dalam UUPK bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang 

sesuai dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Meskipun  

sampai saat ini belum pernah ada konsumen yang meminta ganti rugi 
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ataupun penggantian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) 

UUPK. Namun tidak menutup kewajiban pelaku usaha untuk melakukan 

tanggung jawab terhadap produk. 

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

berupa: 

a. Upaya Prefentif  

1) Sosialisasi  

2) Penyuluhan Hukum 

3) Pemeriksaan dan pemotongan sapi di RPH 

4) Sidak 4x dalam setahun 

b. Upaya Represif   

1) Teguran lisan 

2) Surat Peringatan 

3) Surat Pernyataan   

4) Penyitaan daging sapi yang tidak layak konsumsi 

      Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara tersebut jika merujuk pada tangggung jawab pemerintah 

terkait upaya pembinaan dan pengawasan dalam UUPK, maka 

implementasi dari upaya pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 

UUPK belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena: 

a. Belum penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 

b. Pemerintah kurang mampu merangkul LPKSM sehingga terjadi 

kevakuman terhadap 2 LPKSM.  
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c. Penelitian Laboratorium terhadap daging sapi  hanya sebatas pelaku 

usaha yang berada di pasar kota dan belum mencakup semua pelaku 

usaha yang melakukan kegiatan usaha berjualan daging sapi di semua 

pasar-pasar tradisional di Kabupaten Banjarnegara. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prospek implementasi perlindungan 

hak konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi belum dapat 

direalisasikan secara menyeluruh dan penuh karena masih terdapat pelaku usaha 

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

7 UUPK, meskipun sampai saat ini belum ada konsumen yang meminta tanggung 

jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1). 

Selanjutnya masih ada beberapa upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah 

dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen sebagaimana di amanatkan 

dalam UUPK. 

 

Saran  

Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadarannya berkaitan tentang kewajiban 

dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak konsumen. Selain itu, perlunya 

tindakan yang membuat jera bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi kesalahan 

yang sama akibat menjual daging sapi tidak layak konsumsi. Kemudian 

Pemerintah seharusnya membangun kebijakan hukum baru terkait perlindungan 

konsumen di Banjarnegara, agar dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak 

konsumen. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga harus membangun kembali 
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hubungan dengan masyarakat dan LPKSM guna meningkatkan fungsi dari setiap 

elemen perlindungan konsumen. Mengenai penelitian laboratorium seharusnya 

dilakukan tidak hanya terhadap pelaku usaha yang melakukan usahanya di pasar 

kota saja, melainkan ke semua pasar yang menjual daging sapi agar ditemukan 

bukti yang valid dan menyeluruh tentang kelayakan daging sapi. 
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